Paradigma Tugas Polri :

Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

yang Profesional dan Mandiri Pada Era Globalisasi
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Gema reformasi pembangunan yang
mengumandang saat ini-menuntut
kemandirian perandan tugas Polri dalam
struktur organisasi kenegaraan, di sam-
ping itu dalamawal milenium ketiga saat
ini muncul berbagai kebutuhan dan
paradigma sesuaitatanilai era globalisasi
yang mengharapkanuntuk ditegakkannya
iklim demokratisasi. Dalam hal iniiklim
demokratisasi agarlebih diartikansebagai
suasanakeseimbangan, keterbukaan, dan
keadilan yang harus di wujudkan dalam
penanganan berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Sehubungan hal tersebut di
atas bersama ini disampaikan suatu
telaahan tentang beberapa perubahan
paradigma yang harus diantisipasi dalam
rangka mewujudkan Polri yang harus
mempunyai kemampuan profesionalisme
sesuai kondisi‘ykehidupan sosial
masyarakat yang dihadapi saat ini.

Sebelum menentukan'materi dan arah
perubahan paradigma tugas Polri,
sebaiknya terlebih dahulu diketahui
kondisi lingkungan strategik yang
dihadapi Polri saat ini, yaitu antara lain
adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Pembangunan Nasional
sampal saat ini masih mempercayai dan
menghendaki Polri untuk mampu

*) Penulis adalah Kepala Pusat Pengembangan Ilmu
dan Teknologi Kepolisian-PTIK, Jakarta

melaksanakan peran dan tugas sebagai
unsur penggak hukum maupun sebagai
aparat pembentuk ketertiban umum
melalui tugasnya sebagai pengayom,
pelindung,dan pelayan masyarakat dalam
rangka meéwujudkan suasana keamanan
dan ketertiban masyarakat;

2. Asas profesi tugas kepolisian yang
dilakukan Polri senada dengan asas tugas
kepolisian di sebagian besar negara di
dunia, yaitu “Fight the crime, Help
delinguency, Love humanity and Deny to
Jail", yang dilakukan dengan strategi dan
taktik kepolisian dalam fungsi deteksi
dini, preventif, preemtif, dan" represif
secara komprehensif-integral; dan

3. Sumberdaya Polri berasal dari rakyat
danditujukan untuk memenuhi kebutihan
rakyatdalamlayanankepolisian, sehingga
pemenuhan segala keterbatasan kemam-
puan Polri dalam bidang personil, sarana,
dan prasarana dapat diwujudkan melalui
pendekatan kemitraan dalam sisteni kea-
manan swakarsa (Siskamswakarsa) yang
dilakukandalamiingkup sistem keamanan
nasi-onal.

Dalam hal ini sistem keamanan
nasional pada dasarnya meliputi Sistem
keselamatan bangsa (national resilience
system ) yang mencakup segenap aspek
kehidupan bangsa, sistem pertahanan
negara (country defence system ) yang
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- dijabarkan dalam politik dan strategi
pertahanan negara, sistem penegakan
hukum dan ketertiban umum (law en-
forcement and public order system ) yang

diwujudkandalamsistem penaatanhukum _

~ dan ketertiban, serta sistem perlmd
masyarakat (social safety sys
didasarkan pada aspek n
sebagai warga masyar.
atau negara. '
Komunitas ke
penegakan hukumys
merupakan ared
kepolisian, yang
beberapa sumbe

2. Menurut Keir
dinyatakan bahwa
ketertiban umum pa
dilakukan dalamduastra
penaatan (compliance str
remedial, social repairandmg
or assistance of people in tre _
strategi penghukuman (sanctioning'
egy ) dengan upaya acussantory, bina
or prohibit with punishments ;

(1984)

3. Sedangkan menurut Cornelie Walling
(1990) menyatakan bahwa penegakan
hukum dan ketertiban umum dapat
dilakukan dengan cara menerapkan
berbagai sanksi hukum, namun pada
intinya hal itu dilakukan untuk
memberikan kewajiban dan atau penaatan

dapatdiartika

terhadap berbagai norma yang
dipersyaratkan dalam kehidupan sosial
masyarakatnya,

masyarakat.

Memperhat;
gai aparat penegak
ertiban umum tidak

k melak

mdan  k

arakat

! g3 yang sangat

luas, sehmggakebl_]aksanaan dasardalam
pembinaan dan pelaksanaan tugas Polri
tidak dapatlagi dilakukandengan konsep
strategi reaktif-represif yang cenderung
mengerahkan satuan kekuatan upaya
paksa dalam jumlah besar dengan
mengedepankan unsur fungsi dan atau
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unit kerja tertentu saja, namun sebaliknya
untuk menghadapi tantangan tugas
tersebut dihadapkan pada berbagai
keterbatasan kemampuan, kiranya
pembinaan dan pelaksanaan tugas Pelfi
harus dilakukan melalui pola”strategi
proaktif-preventif dengan mendaya
gunakan semaksimal mungkin unsur-
unsur sistem kerjd, sistem kesenjataan,
dan sistem pembinaan motivasi dalam
kelembagaan Polri.

Untuk melakukan peran dan tugas
penegakan hukum maupun ketertiban
umum dalam kelembagaan kepolisian
yang profesional dan mandiri, .perlu
dibangun citra (image ) kerja yang positif
melalui berbagai forum dan media sosial
kontrol maupun advokasi yang melibatkan
berbagai unsur lembaga masyarakat. Di
samping itu secara bertahap perlu juga
mengubah sosok penampilan satuan
maupun individu personil Polri sesuai
tugas kepolisian yang mengarah pada
pembentukan law compliance society
dengan ‘cara mengurangi ber-bagai
penampilan ala militer yang menge-
sankan sifat represif.

Untuk memenuhi tuntutan operasional
pembinaan dan penggunaan sumberdaya
Polri tersebut di atas,’kepada unsur kerja
di bidang pembinaan personil dan bidang
pengadaan peralatan tugas kepolisian
dituntut untuk mampu merencanakan
dan menyi-apkan berbagai kebutuhan
penampilan Polri profesional tersebut.

Selanjutnya keberhasilan dan keber-
lanjutan kemandirian Polri sebagai pelak-
sana tugas kepolisian yang berwenang
melakukan fungsi penegakan hukum dan
ketertiban umum, tergantung pada komit-
men dan Kkonsistensi kerja Polri dalam

menghadapi tuntutan suksesi alami di
lingkungan kerjanya, baik dalam hal pe-
nyiapan personil kader kepemimpinan
maupun penyediaan sarana dan prasarana
bagi pembentukan kemampuan profe-
sional tugas kepolisian dalamisituasi dan
kondisi keterbatasan yang dihadapisetiap
saat.

Mengantisipasi hal tersebut di atas
perlu dilakukan berbagai kajian dengan
menggunakan bermacam disiplin ilmu
danetika untuk mencari dan menentukan
strategi bagi pemenuhan berbagai tuntutan
kebutuhan tugas Polri maupun bagi upaya
pemeeahan permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksanaan tugas kepolisian di
setiap sektor penugasan,

Dari kajian tersebut di atas dapat
disimpulkan berbagai materi dan arah
perubahan paradigma Polri dalam
pembentukan profesionalisme dan
kemandirian ‘tugas kepolisian yang

diembannya, yaitu antara lain adalah

sebagai berikut:

1" Pelaksanaan tugas Polri selaku aparat

penegak hukum dan ketertiban umum

tidak lagi dapat dilakukan dengan hanya

sekedar mengedepankan aspek
penindakan hukum (legal action) dalam
lingkup criminal justice system saja, tetapi
untuk selanjutnya harus mengarah pada
aspek penaatan hukum (law€ompliance)
dengan terlebihwdahulu melakukan
pemenuhan terhadap berbagai tuntutan
dalam konsekuensi pengembangan
kemampuan missi dan tugasnya;

2. Pelaksanaan tugas Polri tidak dapat
lagi dilakukan dengan pola strategi
proaktif-represif, namun untuk selan-
jutnya harus dilakukan dengan pola stra-
tegi proaktif-preventif yang melibatkan
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berbagai unsur kemampuan tugas yang karena kekeliruan dalam sistem
- lebih luas; pembinaan sumberdaya personil Polri ~
akan mengak:batkan dampak yang besar

3. Sosok penampilan unsur satuan maupun
personil Polri harus tidak mencerminkan
sosok penampilan militer yang terkesan
bersifat represif, sehingga untuk hal ini"
sistemkerja yang membidangi pe
persoriil dan logistik Polri hary
merencanakan dan menyiapk
tuntutan kebutuhan tersek

4. Kaderisasi kepem
struktur organisasi }
maupun unsur pe
kepolisian dalam/
alami, tidak dapa il an dengan

tanpa memper sip-prinsip .
penjenjangan endidikan

tal dan psxkologl maupun pene
yang selama ini kurang mendapat por.
yang optimal dalam sistem pembinaan
danpengguna dtian sumberdaya
i tugas Polri, untuksel 3 h*endaknyadapat
suksesi dlberd“ayakan
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